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PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR: 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

v a.

1.

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan
kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja
setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota
Makassar;

bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu
ditetapkan Peraturan Walikota Makassar.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambshan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia. Nomor $432);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang:
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar
Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan
Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota
Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangen Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
. Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
» Republik [ndonesia Nomor 4737);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815); .
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesie. Nomor 4815);

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2009 Nomor 2);

18, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun
2011 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor & Tahun 2009
tentang Rencana -Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2009 - 2014
(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

aprbD -

Daerah adalah Kota Makassar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ma.kassar

Walikota adalah Walikota Makassar.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja,
Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun
tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan
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10.

11.

12.

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
ditetapkan organisasi.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator} adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi,

. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana,
atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah
ditetapkan,

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan
tujuan program dan kebijakan, _

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencenninkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada
sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama ini adalah :

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

wi

t

sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

(1) Menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Walikota ini, acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana
kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kota
Makassar Tahun 2009-2013,

(2) Indikator kineja utama pada setiap SKPD meliputi indikator kinerja
keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai Indikator



kinerja utama pada SKPD yang sebelum menetapkan Target dan
Sasaran Strategis yang jelas berdasarkan Renstra SKPD.

(3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2))
merupakan acuan yang digunakan oleh SKPD dalam lingkup
Pemerintah Kota untuk:

a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahun;

b. Menetapkan Rencana Kinerja dan Anggaran;
¢. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;

d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;

e. Melakukan evaluasi pencapaian Kinerja.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri melaksanakan analisis dan
evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama
untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang
ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

(3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah dan unit
kerja mandiri serta disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam hal indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
secara keseluruhan, Kepala SKPD melaporkan kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk
perbaikan. ‘

Pasal 6

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota

ini, Inspektorat diberikan tugas untuk :

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap Perangkat Daerah dan unit
kerja dalam rangka meyakinkan kedalaman informasi yang disajikan dalam
laporan akuntabilitas kinerja;

b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan
kepada Walikota.

BAB YV
PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih
lanjut sesuai ketetuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
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Pasal 8 :
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan *
‘Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar,

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 1 Maret 2013

WALIK&

H.ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

MAKASSAR,

Diundangkan di Makassar
pada tanggal: 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
AIOIL
H. AGAR JAYA

BERITA DAERAH I{OTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR 11
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INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA MAKASSAR TAHUN 2009-2014
I ] EB £ tare SKPEOLRENANGGUNG. d G
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MAKASSAR MENUJU Mewujudkan Warga Kpta Pembangunan Kualitzs 1 APKPAUD Dinas Pendidikan Jl.m‘ﬂa.h siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan Anak dibagi Jumlah penduduk us!a 4-6
KOTA DUNIA Yang Sehat, Cerdas, | Manusia Tahun kali 100%
BERLANDAS KEARIFAN |Produktif, Berdaya Saing
LOKAL dan Bermartabat
2 APM PAUD Dinas Pendidikan Jumilah siswa usia 46 tahun pada jenjang THMAAPenitipan Anak dbagi Jurnlah anak
usla 4-6 tahun kali 100%
3 APK SMP/MTw/SMPLB Dinas Pendidikan Jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMPMTs/SMPLB dibagi Jumlah pernduduk
usia 1315 Tahun dikali 100%
4 APK SO/AMYSDLB Dinas Pendidikan Jumlzh siswa pada jerjang pendidikan SO/MUSDLB dibagi Jumiah pendudiuk usia 7-
12 Tahun dikall 180%
5 AFM SMP/MTsISMPL Dinzs Pendidikan Jumlah siswa usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTs/SMLB dibagi Jumtah anak
usia 13-15 tahun kali 100%
5 Persentase peserta didik pitus sekolah  [Dinas Pendidikan Jumiah Pulus sekalah pd tingkal & jenjang SOMAL dibagi Jumilzh siswa pd ingkat yg
(AP1S) SC/MUSDLB 0,7 %. sama dan jenjang SIv. Y pd thn ajaran sebelumnya di kali 100 %
7 Persentase peserta didik putus sekolah  [Dinas Pendidikan Jumlah Putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTS/SMLE dibagtJurlah siswa pd
{APLS) SMPIMTS/SMLB 1% tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTS/SMLB pd thn ajaran sebelumnya di kali 100 %
8 Rata-rata hasil UASBN SCYMT/SDLB Dinas Pendidikan Jumlah Tota! hasl UASBN SO/MT/SDLB dibagi Jumlah Peserta UASEN
SO/MT/SDLE dikall 190%
9 Rata-rata hasd UN SMPMTs! SMPLB Dinas Pendidikan Jumiah Total hasd UASEN SDYMT/SDLE dibagi Jumnlah Peserta UASBN
SO/MT/SOLEB dikak 100%
10 Persentase SD/SDLB telzh berakreditast. |Dinas Pendwdikan Jumizh lembaga SD/SDLB berakreditas dibagl Jumlzh lembaga SOYSDLB dibiagi
100%
- 11 Persentass SDASOLE berzkreditasi” Dinas Pendidikan Jumlah lembaga SO/SOLE berakreditas B dibagi Jumlah lembaga SD/SOLE dibagi
minimal B. . 100%
12 Persentase SMPISMPLB telah Dinas Pendidikan Jumnilah lembaga SMPISMPLB berakreditas dibagi jumlah Jumlah lembaga
berakreditasi. - SMP/SMFLP dikafi 1009
13 Persentase SMP/SMPLB berakreditasi  |Dinas Pendidikan Jumlah Jembaga SMP/SMPLB berakreditas B dibagi jumlah Jumlah lembaga
minimal B. SMP/SMPLE dikall 109%
14 APK SMA/IATSMALBIEMK, Paket C Dinas Pendidikan Jumiah siswa pada jenjang pendidikan tertenty dibagl Jurriah penduduk usia 16-18
Tahun di kali 100%
15 APM SMA/MASSMALEYEMEK, Paket C Dinas Pendidikan Jumnlah siswa usia 16-18 tahun pada jenjang EMAMAISMAL BYSMK, Paket C dibagi
Jumlah anzk usia 16-18 tahun kali 100%
16 Persentase peserta didik putus sekolah  |Dinas Pendidikan Jumtah Putus Sekolah pada Jenng SMAMASMALEVSMK dibagl Jumiah siswa pada
(APIS) SMAMAISMALBISMK lenjang SMAMA/SMALB/SMK pd tahun afaran sebelumya dikali 100%
17 Rataata hasd Ujian Nasional Dinas Pendidikan Jumizh Total hasl UN SMAMAISMALBISMK dibagl Jurnlzh Peserta UN
SMAMAISMALBS SMK | SMAMA/SMALBISKK dikall 160%
16 Persentase SMASSMALB telah Dinaa Pendidikan Jurnlah lembaga SMA/SMALR berakreditas dibagi jumlah Jumlah lkembaga
Berakreditasi SMASSMALB dikah 100%.
19 Perzentase SMA/SMALB berakreditasi | Dinas Pendidikan Jumilah lembaga SMASSMALB berakredilas B dibagi jumniah Jumlah lembaga
minima] B SMAJSMALB dikafi $00%
20 Persentase SMK telah berakreditasi Dinas Pendidikan Jumlah SMK berafreditas dibagi jumlzh Jumlah SME dikali 100%
21 Persentase SMK berakreditasi minimal B |Dinas Pendidikan Jumlah SMK berakreditrs B dibagi jumiah Jurmizh SMK dikali 100%
|Peningkatan derafat 1, Usia Harapan Hidup Dinas Kasehatan Cukup Jelas

kesehatan masyarakat
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2 Angka kematian ibu

mekaharian

T 12

Defisini F : Kematian Ibu adalah kematian perempuan saat bamil atau
kemation dalam kurun wakiu 42 hari sejok terminasi kehamilan tarpa memandang
lamanya kehamian atau tempat persalinan, yaknj kematizn yang disebabkaun karena
kehamilanmya atau penggelolaannya, letapi buken karena sebab-sebab lain sapert]
kecetakagn, terfatuh dL

Jumiah ibu yang meningga! karena hami, bersalin dan nifas di suatu wiaya b pada
kurun wakyu tertenty Kunjungan by Ham? (K4) dihagi Jumntah kelahiran hid up
diwitayah dan pada waktu yang sama

3

Angka kemabian bayi

Dinas Kesehatan

Defisind Op icnak; lian Bayi adalzh Kematian yang tagjadi sebelum mencapai
usia satu tahun,

Jumlah Bayi {Berumur < 1 Tahun) yang meninggal disuatu Wilayah pada karun waktu
tertentu dibagi Jumiah Kelahiran Hidup di Wilayah pada karun Wakls yang sama

Prevalens| gizi buruk

Dinas Kesehatan

Defisinl Operasienal : Gizi Buruk adalah jumiah Balita dengan status gid menunt
berat badan {BB) dan umur {U) dengan 2-Scora <3 S0 dan atau dzngan tanda-
tanda Kinis (Maiasmus, Kwashiorker dan Masrasmsmus -kwashiorkor)

Jumniah bafita Gizl Buruk yang ditemukan pada tempat dan kurun waktu tertentu
dibagi Jumlah seturuh Balta yang ditimbang pada tempat dan periode waktu yan
sama

Prevalensi gizi kurang

Dinas Kesehatan

Defisini Operasional ; Gizl Kurang adalah jumlah Balita dengan status Gizi menrut
Berat Badan (BS) dan umur (U) dengan Z-score,-3 SD dan atay dengan tanda-tanda
Hinis (marsmus,Kwashiorkes dan Masramus-Kwashiarkar) »
Jumlah Balita Gizf kurang yang ditemukan pada tempat dan kurun wakiu tertentu
dibagi Jumlah selurub Balita yang ditimbang pada tempat dan periode waktu yang
sama

Cakupan ibu hamil K4

Dinas Kesehatan

Defisini Operasional : Cakupan fbu Hamil yang telah mempercleh pelayanan
kesehatan antenatal sesuai dengan standar pafing sedikit 4 kali di satu wilayah kera
pada kurun wakbe terlenty

Jumlah Kunjungan [by Hamil{K4} dibagi Jumlzh Sasamn |bu Hamil dalam satu tahun




yang tertangani
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Sumiah Neoratus dengan Komphikasi yang ditangani dbagi Jumizh Seavuh Neonatus
dengan Komplikasi yang ada

B Cokupan MP-ASIpada anakusia 6-24 [Dinas Kesehatan Defisini Operasional : Cakupan MP-AS| pada anak usia 6-24 Bulan adalah pemberian
bulan makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 Bulan selama 80 Harl.
. Jumiah enak usia 6-24 Butan yang mendapat MP-ASH dibagi Jumiah seluruty anak
usia 6-24 Bulan
9 Cakupan bafta gizi bunuk mendapat Dinas Kesshatan Defisini Operasional : Gizk Buruk adalah jumlsh Balita dengan status gizi menurut
perawatan berat badan (BB) dan umur {U) dengan Z-Score <3 SD dan atau dengan tanda-
tanda Kfinis (Marasmus, Kwashiorkor dan Masrasmsmus -kwashiarkor)
Jumiah balita Gizi Buruk yang dirawat disarana pelayanan kesahatan sesual standar
disatu wilayzh kerja pada kurun wakty tertenta dibagl Jumlah selunuh Bafita Giz
Buruk yang ditemnukan disatu wilayah kerja pada kunun waktu yang sama
40 Persentase desa/kel mengalami KLB Dinas Kasehatan Defesini Gperasional ; Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24
yang diakukan penyelidikan epidemiologi jam adalah DesafKeturahan yang mengalami KLB yang ditanganj oleh
<24 jom Kabupaten/Kota terhadap KLS periede/kurun wakiu tertentu
Jumiah KLB DesafKelurahan yang ditzngzani <24 jam dalam periods terlentu dibagl
Jumiah KLB DesafKelurahan yang terjadi pada pariods sama
11 P i jpat-tempat umum sehat  |DTnas Kesehatan Definist Operasional : Adalah Suatu tempat yang dimanfaatkan oleh yarakat

seperk holel, tzrminal, pasar, bioskop, tempat ihadah, tempal wisata, restoran d,
yang telah memenuhi permasyarakat kesehatan yakni terpenuhj akses sanitasi dasar
{air, jamban, limbah, sampah) teral ya pengendalian vekio, higi itasi
maksmin, pencahayaan dan ventllas! sesual dengan kriterda, persyaratan dan atau
standar kesehatan

Jumiah tempat umum yang diawasi yang memenuhl syarat hygiens sanitasi dibagi
Sumiah tempat umum yang diawasi
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12 Penurunan kasus diare

e e e A SARRTES

= % FAU) ot ot A
Deﬁnileperasimal.Pmmnkasuuﬁareadalahhmﬁh penderita yang datang
dandﬂayaﬂdﬁmmﬁnmdankadﬁdisuammmmdahmm
eatu tahum,
Junﬂahpendeﬂhyangdatangdmdﬂaya:ﬁdisamnamhatandaakadadism
wilayah tertentu dalam wakly satu tahun dibagi Jumlzh perkiraan penderita diam
pada saty wilayah tertentu dalany waktu yany sama

13 Penurunan kasus DBD

Dinas Kesehatan

Definisi Operasional :Kasus DED penderita DBD Penemuan kasus diare adalzh
jumlah penderita yang datang dan dilayant disarana kesehatan dan kader di suatu
wilayah tertentu dalam walkdu satu tahun

Jumlah perderita DBD dibagi Jumizh penduduk pada tempat dan waklu yang sama

14 Angka penemuan T8 Paru

Dinas Kesehatan

[Definisi Operasional :Angka Penemuan Penderita Tuberkulosis BTA Positif adatah

tase jumlah penderitabany TB BTA Positf yang diternukan dibapding dengan

F

jumlah perkirzan kasus bany TB BTA positif dalam waktu tertentu dalam kurun waktu

satu tahun
jumiah pasien bary TB BTA yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama

satu tahun dibagi Jumlah perkirazn pasien baru T8 TBA yang diperkirekan ada datam
wiyalah tersebut

15 Angka penemuan penyakii kusta

Dinas Kesehatan

Definisi Op onal 3 Angka P Penyakit Kusta adalah jumtah penderita
kusta yang ditemukan dzlam kzsung waktu tertentu

Jumlah perderita kusta yang ditemukan pada kurun wakiu tertentu disuaty wilayah
dibagi Jumiah DesafKelurahan disuatu wilayah kera pada kurun wakiu yang sama

16 Pengmuan kasus baru HV AIDS

Dinas Kesehatan

Definisl Dperasional : Penemuan Kasus Bary HIV/AIDS adalah jumlah selunsh kasus
baru HIV = AIDS yang ditemukan diwilayah kerja pada krun waktu tertenty.

17 Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin

Dinas Kesehatan

Defisinl Operasional : Calwupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
adalah jumlah kunjungan pasien yarakat miskin di kesehatan Strata
pertama di satu wilayah kerha tertentu pada kurun waktu

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 dibagl
Jumiah seluruh masyarakat miskin di Kab/Kota




" [Defisint Operasion

e (s
osyandy Pumama adalah posyandu dengan frekoen

kegizan lebih dari B kal pertahun, rats-rata kadernya 5 orang atau lebih dan cakupan
program Desa atau Keturahan UC! adalah Desa/Kelurahan dimana280% dard jumizh
bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar kengkap dallam
kurun waktu 1 tahun

Jumlah Posyardu {Pumama+Mandir) di suatu wilayah pada kurun wakiy tertents
dibagt Jumtzh seluruh Posyandu yang ada of wilzyah kerja pada kurun wakiu yang
sama

19 Cakupan kelurahan siaga aktif

Cinas Kesehatan

Jumiah Kelurahan Siaga yang akbf dibagi Jumilah Kelurahan Slaga yang dibentuk kali
100%

20 Cakupan remah tangga ber PHES

Dinas Kesehatan

| Definisi Operasional : Cakupan Rumzh Tangga Ber-PHBS adalsh Rumah Tangga
yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersh dan sehat yang mefiputi 10
indikator yoini pertolangan persafinan cleh tenaga kesehatan, bayi diberi AS|
ekslusi, bafita ditimbang sefiap bulan, menggunakan air bersih dan sabun,
mengqunakan jamban sehat, memberantas jentik dirumah sekali seminggu, makan
sayur dan buah setiap hari, melakukan ektivitas fisik setizp harl dan tidzk memkok
didalam rumah.

Jumiah Rumah Tangga berperilaiar hidup bersih dan sehat disuaty wilayah pada
fumm waktu tertentu dibagf Jumlah Rumah Tangga yang dipantaw/disurvel cliwilayah
pd kurun waktu yang sama

21 Persentase keluarga memilik sanitasi
ngkungan dan terjangkaw air bersih

Dinas Kesehatan

IDefinisi Operasional ; Adalah jumlah keluarga yany memifiki sanitasi ingkungan dan
{terjangksu air bersih

Jumizh Ketuarga yang memilild sanitzsf lingkungan dan terjangkau air bersih pada
periode wakiu tertentu dibagi Jumiah seluruh keluama yang diperiksa

22 Peningkatan angka penemuan malaria

Dinas Kesehatan

| Definisi Operasianal : Angka Penemuan Malaria adalah jumlah penderita posilif
|malaria {dengan pemeriksaan sediaan darah) yang ditemukan dalam

{Penddk

Jumizh penderita posiif malaria yang ditermukan pada kurun waktu lertenty disuatu
wilayah dibagi  Jumiah penduduk pada kurun waktu yang sama

23 Desafkelurahan Universal Child
Immunization {UCI)

Dinas Kesehatan

Definisi Operasional : Desa atau Kelurahan UCI adalah Desa/Kelurahan dimana = 83
% dari jumiah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapap Imunlsasi dasar
lengkap dalam Kumnun wity sate tshun.

Jumlah Desa/kelurahan UCT disatu wilayah pada kunun wakiu tertentu dibagi Jumiah
Desafkelurahan di ilayah kerja pada waktu yang sama
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KOTA MAKASSAR

24 Puskesmas berstanda

E.- z

Definisi Operasional : Adalah susty Standar Intemasional undulkg Slstem Mary ajernen
Jurmnizh Puskesmas berstandar 150 $001:2008 pada kurun wakiu terlentu di bagi
Jurntah sedunuh Puskesmas

Peningkatan kesejahterzan |1 Jumlah kerj dengan pelaku seni  [Dinas Kebucayaan dan Partwisata Kerfjasama dengan Sanggar Seni di kota Makassar untok menampilkan Seni dan
soaial, budaya dan agama dan budaya {sanggar seni) Musik Tradisional Khas Kota Makassar
2 Peningkatan jumlah LPM Aktif Badzn Pemberdayaan Masy Jumtah LPM yg aktf dibagi jumlah LPM se Kota makassar

3  Persentase penanggulangan penurunan
kemiskinan

BPM, Sosial, Kesehatan, PU, Tenaga
kerja, Kelautan, Bagian Hukum,
| Bagian Kesra

Jumlah KK miskin tahun fah dikurangi Jumlah KK miskin tatun ini dibagl Jumiah KK
msiskin tahun lafu dikah 100%

4 Persentase peningkatan jumiah dana

|Badan Pembendayaan Masyarakal

Jumlah dana swadaya tahun inj dikurangt Jumlah dana swadzya tahun lalu dibagi

kehrarga fakir miskin yang mendapalkan
hakan

swadaya masyarakat, swadaya masy.non}‘ Jumlah dana swadaya tahun lalu
matadal
5 Peringkat TG tingkat Provinsi Sulawesi  |Bagian Kesra Cukup Jelas
& Pessentase jamaah hajl yang mendapat  |Bagizn Kesra [Jumlah Jamaah haji yang mendapat pelayanan Jatam pemberangkatan dan
pefayanan pemberangkatan dan | pemutangan dibagi Jumiah seluruh jamaah haji yang harus dapat pelayanan
7 Persentase nmmah tak layak huni bagl Dinas Sosial Jumlah RTLH yang mendapalkan perbaikan daam 1 tahun dibagi Jumlah RTLH yang

seharusnya mendapatkan perbaikan dalam 1 tahun kali 100%

mental serta lanjut usia tak potensial
yang meneyima jaminan sosial

8 Persentase penurunan anak Dinas Sosial h anjalfgepeng yang melakukan aktifitas di trafic fght dalam satu tshun
jalanan/gepeny yang melakukan aktivitas »* 100% Jumlah anjalgepeng
di brafic Bght yang biasa melakukan aktifitas Ji trafic ight dalam 1 tahun

9 Persentase PMKS yang mendapatkan  |Dinas Sosiat Jumiah PMKS yang mendapatkan penyuluhan sosizl dalam 1 tahun dibagi Jumiah
penyutuhan sosial PMKS yang seharusnya mendapatkan penyuluhan gosial dalam ( tahun

10 Persentase peningkatzn KUBE FM Dinas Sosial Jumizh PMKS yang menjadi peserta KUBE datam i tahun
mandiri {terbentuknya kelompok usaha x100%  Jumlah PMKS yang
bersama FM dalam pengelolaan usaha sehanssnya menjadi peserta KUBE dalam 1 tahun

1 Persentase penanganan korban fwa Badan Penaggulan B Daerah  |Jumlah korban Jiwa yang mendapatkan bantuan dibagi Jumizh korban jiwa yang
pada masza tangqap darurat ierdata kal 100%

12 Persentase penyandang cacat fisik dan  |Dinas Sosial Jumlah PMKS yang menerima jaminan sosial dalam 1 tahua

x1i00% Jurnlah PMKS
yang seharvsnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun.

Pembinaan pemuda dan
olahraga

Sulawest Selatan dan Nasionat
2 Jumish pemuda pelopor yang mewakill

1 Peringkat ailit kota Makassar pada
kejuaraan afetik tingkat Provinst

Dinas Pemuda dan Olah Raga

{Pembinaan glahraga dj berbagai aspek masyarakat untuk melzhirkan prestasi
clahraga di tingkat daerha maupun nasional

Kota Makassar pada pemilihan pemuda
pelopor tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Bittang kepeloporan antar lain tepat guna, bidang budaya dan pariwisata, bidang
keluatan dan kebaharian

3 Perzentase organisasi kepemudaan yang

berpanisipasi datam keglatan
kepemudaaan

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Jumlah peserta dibagi Jumha QP kali 100%
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Keluarga Balita

7 Tingkat Prevaiens] Pesecta KB AKEl Badan Keluarga Beérencana Jumiah peserta KB yang axkid Gbagi PUS kil 100% -
terhadap Jumiah P Usia subur
(PUS) serfa Kualtas Pemakai

3 Jumiah Kelompok dan Kadef Bina |Badan Keluarga Berencana Cukup [elas

4 Jumlah Peserta KB aktf menjadi lestari

Badan Keluarga Berencana

Jurniah peserta KB akif yang ber KB secard terus menedus tanpa diselingi clengan
kehamilan

5 Persentase perempuan yang duduk di  |Kantor Pembendayaan Perempuan  fJumlah perempuan di lembaga eksekutd x 100 % dibagi Jumilah sehunh PNS di
lermbaga eksekutit lembaga eksakutlf t
& Jumlzh Perempuan dap Anak korban ¢ Pemberday P P Tumizhpengaduanflapaoran yang ditangani oleh pelayanan terpadu
kekerasan yang mendapatkan
ponanganan pengaduan ole hunit
pelayanan terpaduy
Mewujudkan Ruang Kota Pengembangan Tata 6 Penatzan ruang 1 Peningkatan kesdaran masyarakat untuk Dinas Tata Ruang dan Bangunan PAD Tahun berjalan - PAD Tahun lalu x 100/PAD Tahun Lakt
yang Ramah Laingkungan |Ruang, dan Lingkungan hermohon IMB setiap Tahun
2 Capairn realisasi Target PAD dari IMB  |Dinas Tata Ruang dan Bangunan Realisai PAD x 100/Tamget PAD
3 Cakupan pelayanan Masyarakal dalam | Dinas Tata Ruang dan Bangunan Dakumen IMB yang terbit x 100 Formulir masuk yang sesuai persyaratan
pengurusan IMB Administrasi dan teknis
4 Cakupan tindakan awal lerhadap Dinas Tata Ruang dan Bangunan Tindakan awal tethadap pengaduandatam waktu 5 hari kerja/seluruh pengaduan x
pengaduzn masyarakat lentang 100
pelanggaran di bidang tata ruang datam
waktu 5 hari
7 |Pembangunan infrastruktur [1  Persentase jalan datam kondisi baik Dinaa Pekerjaan Umum Panjang jalan kota dalam kondisi baik dibagi Panjang seluruh jalan kota di daerah

kota

tersatun

2 Persentass jembatan dalam kandisl baik

Dinas Pekerjaan Umuwmn

|Parjang jembatan dalam kondisi baik dibagi Panjang sefuruh jembatan di daerah

tersehut

3 P tase pet. 1 har air

H=ey )

Dinas Pekerjaan Umim

Jumiah pelayanan bangunan air dibagi Jumlah pelayanan bangunan air yang
direncanakan di kaki 100 %

4 Persentase dmibasefqorong-gorong
datam kondisi baik

Dinas Pekerjaan Umum

Panjang drainase/gorong-gorang datam kondisi baik dibagi Panjang seturuh
drainase/gerong-porong di daerah tersebul

5 Persentase drainase yang dibangun naik

Dinas Pekerjaan Umum

Panjang drainase yang dibangun dibagi panjang drainase yang direncanakan di kali
100 %

B cakupan pelayanan air bersin

Dinas Pekedazn Urmnum

Jumiah layanzn air bersih pada sualu wilayah lertentu dibandingkan dengan jumlah
calon yang membutuhkan pelayanan air bersih,

7 Cakupan pefayanan fistrik

Dinas Pekerjazn Umum

Panjang jalan yang diberi penerangan dibagi Panjang jalan yang harus diber
penerangan

8 Presentase kondizi ingkungan
perumahan yang baik

Dinas Pekerjaan Umum

Dari hasil survey Environmental Health Resist Assegment (EHRA) dalam rangka
penyusunan Buku Putth Sanitasi TA 2011 oelh Tim POIKJA AMPL Kota Makassar

5 Persentase jalan bermarka

Binas Perhubungan

Ruas jalan yang bermarka dibagi jumlah ruas jalan di Kota Makassar

10 Persentase ketersediaan jambatan
penyeberangan dan zebea ooss

Qinas Perhubungan

Jumiah jembatan penyeberangan dan zebra cross dibagi jumiah jembatan
penyeberangan dan zebra cross yang seharusnya ada '

11 Kepemilikan KEUR engkutan umum

Dinas Perhubungan

Jurtlah angkutan umum yang diKEUR dibagi Jumlah angkutan umum

12 _Rasio ijin trayek

Dinas Perhubungan |

Jumlah izin K dikeluarkan dibagi Jumlah penduduk,




Dinas Pemadarn Kehakaran

QRT = slandm' Nasiunal unt:.lkwalch.l ianggapyang dubutmm dchpersonil Damkar

13 Quick respond Gme kebakaran
sefama 15 menit medal dar persiapan, p samapi dengan sksi pemadaman,
sesual Permen PU No 20/PRT/M/2009 wmang pedoman Teknis Manajemen Proteksi
Kebakaran Perkotaan
8 |Pengedolaan Engkungan 1 Penanganan sampah Dinas Perlamanan dan Kebersihan  [Volume Sampah Yang Ditangani {m3) dibagl Yolume Produksi Sampah (m3) kali
hidup 100%
2 Tempat pembuangan sampah per satuan | Dinas Perlamanan dan Kebersihan lah Daya Tampunyg TPS (m3) dibagi Jumizh Penduduk kali 100%
penduduk
3 Jumlah kelompek pengeiola sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan  |Cukup jelas
4 Cakupan perghijzuan kota Dinas Pertamanan dan Kebersihan Jumlah Pohon yang Ditanam dibagi Jumlah Pohon Yg Harus Ditanam kali 100%
5§ Persentase terumbu karang yang Dinas Kelzutan, Penkanan, Pertanian [Luas zreal terumbu karang yang telzh direbilitasi
direhabilitasi {Luas daerah rataan dan Petemakan x100 % Luas area! terumbu karang yarg mengalami
terumbu karang kota makassar yang b k
mengalami kerusakan 70% atau sebesar
)
Is Persentase perusahaan yang memiliki Badan Lingkungan Hidup Daerah Jumlah peruszhaan yang memiliki dol ingkungan dibagi J h seluruh
dok Linglaingan perusahaan yang wajib dokumen Engh Kali 100%
7 Persentase perusahaan yang mengelola |Badan Lingkungan Hidup Caerah Jumlah perusahaan yang diawasi Imbah B3 dibagi Jumlah perusahaan yang terbit
irmbah B3 yang diawasi izin ngkungannya {darf pusat/pravinsiketa) kali 100%
Mewujudkan Peran Penguatan Struktur 9 | Peningkatan komoditi 1 Peningkatan pemasaran komodit hasil | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian [{Kuantitas pemasaran komoditi hasil perikanan tabun inl - Kuantitas pemasaran
Strategis Makassar Dalam  |Ekenomi unggulan perikanan dan Peternakan komoditi hasd pesikanan tahun lalu) dibagi Kuanlitas pemasaran kemoditi hasi
Perekonomian Dommestik perikanan txhun lzu kal 100%
dan Inlemaslional
2 Peningkatan jumlah konsumsl ikan per  |Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian [(fumlah koasumsl kan perkapita tahun ini - Jumiah konsumsi tkan perkapita tahun
kapita dan Petemnzkan (afu) dibagi Jumlah konsumsi ikan perkapita tahur Lahy kali 100%
3 Peningkatan produksi perikanan tangkap |Dinas Kelautan, Pesikanan, Pertanian [{Jumizh produksi pesikanan tangkap tahun ini - | h produksi peri) tangkap
dan Peternzkan tahun lal) dibagi Jumlzh produks) perikanan tangkap lzhun Lale k3l 100%
4 Peningkatzn produks budidaya Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian |{Jumlzh produksi budidaya perikanan tahun int - Jurnlah produks budidaya perkanan
perikanan dan Peternakan tahun lahy) dibagi Jumlah produksi budidzya perikanan tahun fatr kaf 100%
5 Peningkatan produksi naman pangan  |Dinas Kelautan, Perdkanan, Pertznian ({Jumlzh produksi tanaman pangan tahun ini - Jumlah preduksd tanaman pangan
dibanding tahun lalu dap Peternakan tahun laly) dibagi Jumlah produksi tanaman pangan tahun lahu kali 100%
6 Penururnan Jumlah kasus penyakit h Cinas Kelautan, Pesikanan, Pertanian [{fumlah kasus penyakit howan menular tahun lalu - Jumiah kasus penyakit hewan
meridar dan Petemakan menular tahun inf) Sbagh Jumlah kasus penyakit hewsan menular tahun lalu kali 100%
7 Peningkatan kunjungan wi Dinas Kebudzyaan dan Pariwisata {Jumlah kunjungan wisatawan nusantara fahun inj - Jumlzah kunjungan wisatawan
Musantara nsantara tahus Yadu) dibagl Jumlah Jamjungan wisatawan nusantara tzhun tale kali
100%
1B Peningkatan kunfungan wi Dinas Kebud dan P (Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini - Jumtah kunjungan wisatawan
Mancanegara mancanegara tahun talu) dibagi Jumizh kunjungzn wisatawan mancanegara tahun
Talu kali J00%
I9  Potensi abjek wisata yang dikembangkan |Dinas Kebud dan P Tempat wisata yang dijadikan pusat kegista atau event-even? beraraf pasional dan
internasional
10 Jumlsh Pelaku Usaha Industr Parfwisata JDinas Kebud dznP Jumlah petaku vsaha industrt pariwisata yang terdaftar sesual Tanda Daftar Usaha
{Hotel, Hiburan, dan Restoran/RM) Pariwisata (TDUP)}
10}Peningkatan ketahanan 1 Jumizh produksi setengah jadi & produk  [Dinas Perindustrian Perdagangan danf{Cukup jelas
ekonomi jadi produk penyamakan kulit Penanaman Modal
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Dinas Pesindustisan Perdagangan dan!

kakd lerza dan asongan yang telah di bica | Penanaman Modal yang dibina thn lzu kali 100%

3 Prescrtasi Penyelesaian p i=h Dinas Perindustrian Perdagangan dan [Jumizh pengaduan kas yang ler dibagi Jumiah pengaduan yang
pengaduan b men yanq dapat Penanaman Moda) L

4  Presentasi peningkatan pengaduan Dinas Perindustrian Perdagangan dan|(jumiah pengaduan thn in- jumlah pengaduan thn lalu) dibagi Jumlah pengaduan thn
masyarakat terhadap pelanggaran hak - [P Muodal laly
hak kanrsumen

5 Ketersediaan pangan

Kartor Ketahanan Pangan

Jumnlah produksi dikurangi {stok akhir - stok awal) ditambah impaor kemudizn
dikurangi ekspor - kel iaan energl = ketersediaan pangan/kapitafhan dibagi 100
kali kandungan kalori dikali bagian yang dapat dimakan (EDD)

6 Persentass rumah tangga rawan pangan

Kantar Ketahanan Pangan

Jumizh Rumah tangga Rawan pangan/jumiah Penduduk x 100 %

7 Persentase penurunan penduduk rawan
pangan

Kantor Ketahanan Pangan

{Perhitungan tingkal ker pangan d

membandingkan jumlah penduduk
miskin yang mengk i pangan b kan 3 kriteria yaitu penduduk sangat
rawan, penduduk pangan resiko sedang, penduduk tahan pangan,

8 Persentasa koperasi yang melakukan
RAT

Dinas Koperas dan UKM

Jumlah Koperasi yang melakukan RAT dibagi Jurlah Keperasi Kota Makassar kali
100%

9 Persentase koperasl yang aktf

Dinas Koperasi dan UKM

Jumniah Kaoperasi 2kt dibagi Jumlah Koperasi Kota Makassar kali 100%

10 Cakupan koperasi dan UKM yang
diakukan pendataan datzhase keperasi

Cinas Koperasi dan UKM

Jumiah Koperasi dan UKM yang dilakukan pendataan database

11 Persentase koperasi berprestasi

Dinas Koperasi dan UKM

Jumiah koperast yang diberikan penghargaan dibagi Jumlah keperasi yang mengikuti
penilaian kali 100% .

KUKM yang melakukan pembayaran dibagi Jumlah KUKM yang menerima bantuan
kali 100%

fasilitasi pemblayaan

12 Persentase koperasi dan UKM yang Dinas Koperasi dan UKM
melakukan pembayaran bantuan dana

__bergufir

13 Persentase koperasi yang diberikan Dinas Koperasi dan UKM

Koperasi yang diberika fasilitas pembiayazn dibagl Jumlah koperasi akif kali 100%

11 |Pengembangan i tasi |1 P peningkatan nital investast  |Dinas Perindustrian Perdagangan dan {Nflai investasi PMDN thn ini - Nilai investasi PMON thn lah) dibagi Nilai investasi
dan regulasi usaha FMEN Penanaman Modal PMDHN thn lale kall 100%
2 Persentase peningkatan nilalinvestasl | Dinas Perindustrian Perdagangan dan|{Jumiah investasi PMA thn ini- jumilah Investasi PMA thn lalu) dibagi Jumdah investasi
PMA Penanaman Modal PMA thn lalu kali 100%
12 |Peningkatan kesempatan |1 Besaran tenaga kerja yang Dinas Tenaga Kerja Jumiah pencari kerja yang dilatih dibagf Jumlah pendattar pelatihan besbasis
kerja dan beruszha mendapatakan pelatihan berbasis kompetensi kali 100%
kompetensi
2 Bezaran pencari kerja terdaftar yang Dinas Tenaga Kerja Jumiah pencaker yang ditempatkan dibagi Jumlah pencaker terdaftar kali 100%
ditempatkan
3 Persentase perusahaan yang Dinas Tenzga Kerja Jumlah peruszhaan yang menerapkan standar K3 dibagt Jumlah peruszhaan yang
menerapkan standar kesehatan dan terdaftar kali 190%
kesel kerja bagi tenag,
4 Resaran pekerjafbunih yang menjadi Dinas Tenaga Kerja Jumlzh pekerja/buruh peserta jamsostek dibagi Tolal jumizh pekera/buruh yang
peserta jaminan sosial tenaga kerja laftar kali 160%
§  Besaran kasus yang diselesaikan dengan | Dinas Tenaga Kerja Jumiah kasus yang berhasll diselesalkan dibagi Jumiah kasus yang bechasil
janfian Bersama (P8) difaporkan kali 100%
5 Twmgkat Pengangguran Terbuka Dinas Tenaga Kerja Cukup jelas
[ Tmgkat partisipasi angkatan kerja Dinas Tenaga Kerja Culwp jclas
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Mewujudkan Tata Kekola Jumiah data dan kzporan yang disusun tepat waktu dibagi Jumiah seburuh data dan
Kepemerintahan Yang Baik |Penyelenggaraan kelembagaan disusun tepat waktu laporan yang harus disusun {Penyusunan LAKIP, Tapkin dan LKPJ berdasa rican PP
dan Berkualitas Pemerintahan Yang Baik| no.B tahun 2008, permenpan no.29 tahun 2010 dan Pp no.3 tahun 2007)

dan Bebas Korups!

2 Persentase kesetarasan program RKPD  |Bappeda | Jumlah program prioritas dalam RKPD dibagi Jumkih program prioritas datam
dengan RPJMD | RPJMD kali 100%

3 Persentase SKPD yang melakukan Bappeda |5KPD dan unit kerja yang metaksnakan kegiatan sesuai dengan aliran kas clibagi
kegiatan sesuai dengan aliran kas Jumlah SKPD dan unit kerja kafi 100%

14 |Peningkatan 1 Persentase pejabat yang telah ihi |Batan Kepeg Daerah Jumlah Pejabat yang telah memenuhi persyaratan dikiat pimpinan
profesionalisme aparatur persyarztan pendidikan petatthan x 100 % Jumlah
kepemimpinan seluruh Pejabat.

2 P p patan pejabat SKPD  |Badan Kepegawaian Dasrah Jumlah penempatan Pejabat yang telah menggunakan anafisa jabatan, standar
yang telah menggunakan analisa jabatan, liabatan, standar kompetensi jabatan, anafisa beban kerja —_—
standar jabatan, standar kempetensi x100% Jumlah seluruh Pejabat
jabatan dan anafisis beban kerja

3 Persentase pejabat dengan kualkfikasi §1 [Badan Kepegawaian Daerah Jumfah pejahat dangan kualifikasi 5.1

——————— x 100 % Jurntah seluruh Pejabat Struktural,

4 Per pejabat yang hi Badan Kzpex ian Daerah Jumizh Pejabat yang memenuhi parsyaratan pendidikan formal sesual bidang tugas
persyaratan pendidikan fomal sesual X100 % Jumtzh selynih
bidang tugasnya Pejabat Strukfura

5 Persentase promosi dan penempatan Badan Kepegawaian Daerah Jumizh PNS yang mendapatkan promosi dalam jabatan Struktural sesuai
PNS dalam jabatsn struktural sesusf : kompetensi metalui Baperjakat —_—
kampetensi melahui baperjakat x 100 % Jumrlzh PNS yang menduduki

ljabatan struktural

6 Persentase capalan fingkat kelllusan Badan Diklat Jumlah peserta diklat yang lulus dibag! Jumlsh seluruh peserta diklat kali 100%
peserta diklat yang diharepkan

15 | Pengelolaan keuangan 1  Peningkatan larget Pendapatan Asli Dinas Pendapatan Daerah dan (Target PAD thn ini- Target PAD thn [alu) dibagi Target PAD thn lalu kal 100%
daerah Daerah setiop tahunnya Bagian Keuangan
= 2 Peningkatan penerimaan pendapatan Dinas Pendapatan Daerah dan {Target pendapatan thn Ink Target pendapatan thn kalu) dib-agi Target pendapatan thn
daerah secara keseluruhan setiap Bagian Keuangan fahs kali 100%
tahvmnya

3 Ketepatan wakiu dalam penyusunan  |Bagian Kevangan HCukup jelas

APBU dan Laporan K
18 [Peningkatan kualitas 1t Penerbitan Dokurnen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Capil | Cukup jelas
lpelayanan publik

2 Penerbilan KK Dinas Kependudukzn dan Capil [ Cukup jelas




3 Ponestitan Dolmen Abia Copd

om.és Kep!ndudukm ' Capt

publik yang ditindzklanjuti

4 Penetbitan KTP Elektronik Dinas Kependodukan dan Cap Cukup jetay
5 Prosentasa Kepemilikan KTP Dinas Kependudukan dan Capil Jumiah penduduk yang memifki KTP dibagi Jumlah penduduk wajlb KTP kal 100%
€ Prosentasa Kepemilikan Akta Capil |Dinas Kependudukan dan Capit Jumlah Kpemilikan Akta Capil dibagi Jumiah penduduk kait 100%
7 Persentasa dokumen kependudukan | Dinas Kependudukan dan Capit Jumniah penerbitan Dokumen kependuodub dar wakiy penerhitan
yang diterbitkan sesuai standar wakty
& Persentase akda capil yang terbit sesuai | Dinas Kependudukan dan Capil Jumiah penerbitan Dokumen kependudukan/standar waktu penerbitan
standar wakiu
9  Persenissa kepuasan magyarakst Kantor Pelayanan Penzinan Dipercleh dard hasil survei
terhaday ranan perizinan
10 Perseéntase pengaduan atas pelayanan  |Kantor Pelayanan Perizinan Jumlah pengaduan yang diindaldanjuti dibagi Jumlah pengaduan yang ma suk dikal

100%

11 Persentasa jumlah n yang tarbdt yang

diproses sesuai dengan stzndar waktu

Kantor Pelayanan Perizinan

seluruh izin yang terbrt dikafi 100%

17

Peningkatan kuafitas materi
dan penyebaran infarmasi

pemhinazn KIM dan P2WKSS

1 Persentase kelurahan yang mendapatkan

Dinas Komunikasi dan Informalika

dibagi jumiah Kelurahan dalam Wilayah Kota Mak

Jumlah izin yany terbit yang diprses sesuai dengan standar waktu dibagi Jumlah

¥eterwaklan Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pembinazan KIM dan P2WKSS
yang sehamiz wa

dan disempaikan ke DPRD dalam bentuk

2 Persentase peningkatan penguniung web | Kantor Arsip Perpustakaan dan (pengunjung website thn ink pengunjung website tha lahy) dibagl pangunfung website
site kot makassar Pengolahan Data thn lalu kab 100%
3 Persentase peningkatan SKPD yang Kardov Arsip Perpustah dan Jumlah permintzan sufdomain dibagi Jumlah SKPD di Kota Makassar kali 100%
terkoneksi ke website Pengolahan Data
Mewujudkan Kehidupan Penegakan Hukum dan |18 +IE'emhIn,:\.an kehidupan 1 Jumizh kegiatan pembinaan partai politk |Kantor Kesbang dan Perfindungan Cukup jefas
Warga Kota Yang Hak politik yang demohratis dan ormas Masyarakat
Harmenis, Dinamis,
Demakratis dan Taat
Hukum
19 |Peningkatan penegakan 1 Perentase pelaksanaan tindak lanfut Inspekiorat Jumlah tindak lanjut hasil p ik 1 aparat peng dibagi jumizh terwan
hukum dan HAR temuan hasl pemeriksazn sparat has pemeriksaan aparat pengawasan di kali 160
pengawasan intemal pemerintah
2 PFersentase pelaksanaan tindak lanjut Inspektorat Jumiah tindak Earjut hasil pemeriksaan BPK dibagi jumlah temuan hasi? pemeriksaan
temuan hasi pemertkzaan BPK BPK dikali 100
3 Persenlase Penyelesaian Kazus-kasus  Inspektorat Jumiah penyelesaian kasu pengaduan masyarakat di bagi jumlah kasus pengaduan
pefigaduan masyarakat dalam lingkup masyarakat di kali 100,
Pemerintzh Kota Mab
4 Pelanggar perda yang ditertibkan Satpal PP 300 Pelanggaran Perda dan pelaku gangguan Tramtibmas/Tahun
5 Persentasa pelanggar perda dan Satpol PP 10 Pelanggaran dan Peraturan walkota yang diperosefTahun
perzturzn wallkota yang diakukan
penegakan hukum melalui pengadian
" |6 Persentasa pelanggar Perda dan Satpal PP 225 Pelangyar Perda dan Perwali yang dibina dalam 1 Tahun
Peraturan Walikota yang dilzkukan
penegakan hukum melalul pembinaan
7  Pemsentase xonflik-konflik pertanahan | Bagian Pemerintahan Jumizh konflik pertanahan yang diselesalkan dibagi jumiah seluruh kasus konflik
terselesathan |pertanahan kali 100%
20 |Legislasi daerah 1 Persentase masyarakat yang | Baglan Hekumn dan HAM Jumiah permchonan masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum dibagi Jurmlah
mendapatkan bantuan hukum keseluruhan permehonan kat untuk mendapatkan banfuan hukum kali 100%
2 Persentase pra ranperda yang dibzhas  [Bagian Hukum dan HAM Jumlah prolegda yang menjadi ranperda dibagi jumlzh selunih prolegda kali 100%
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JDIH
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

KABUPATEN/KOTA  : Makassar

SKPD : Sekretariat Daerah Kota Makassar

Unit Kerja : Bagian Hukum

NO. SKPD SASARAN RENSTRA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KETERANGAN

1 2 3 ¢ 5 [ 7
25 | sSekretariat |Terlaksananya penghormatan, - Persentase prolegda yang menjadi Subbagian Perundang-ur] Laporan kegiatan
Daerah Kota |pemenuhan dan penegakan hukum
Makassar  |dan hak azasi manusia ranperda
- Persentase legal drafting yang Subbagian Perundang-urLaporan kegiatan
{Bagian Hukum} diselesaikan

- Persentase perkara gugatan Subbagian Bantuan Huky Laporan kegiatan

terhadap Pemerintah Kota yang

terselesaikan

- - Persentase masyarakat yang Subhagian Bantuan HulajLaporan kegiatan
mendapatkan bantuan hukum
- Persentase perda yang Subbagian Dekumnetasi {Laporan kegiatan

disosialisasikan Informasi Hukum

[



